BAB V

PENUTUP

5.1. SIMPULAN

Sesuai seperti hasil analisis penelitian dan pembahasan, maka penulis

dapat menarik simpulan, sebagai berikut :

5.1.1.

5.1.2.

Masyarakat berpartisipasi dalam setiap proses pembentukan peraturan
daerah di Kabupaten Malaka termasuk masyarakat berpartisipasi terhadap
proses pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 9
Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, akan tetapi partisipasi
masyarakat tersebut hanya terbatas kegiatan diskusi publiknya yakni
hanya pada unit fasilitas pelayanan kesehatan yakni Rumah Sakit Umum
Penyangga Perbatasan (RSUPP) Betun dan puskesmas-puskesmas di
Kabupaten Malaka. Hal ini sehubungan dengan tidak disiapkan anggaran
bagi kegiatan diskusi publiknya, karena Peraturan Daerah Kabupaten
Malaka Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok tersebut
adalah merupakan peningkatan dari Peraturan Bupati Kabupaten Malaka
Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Data hasil penelitian menunjukkan/membuktikan 10,53% (sepuluh koma
lima puluh tiga persen) atau 6 (enam) responden dari 57 (lima puluh tujuh)
responden yang diteliti yang mengakui berpartisipasi menerima dan
menghadiri undangan dari perangkat daerah pemrakarsa mengenai
konsultasi publik/diskusi publik bagi pembentukan Peraturan Daerah
Kabupaten Malaka Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok,

meskipun partisipasi mereka (masyarakat) sifatnya terbatas hanya pada
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unit fasilitas pelayanan kesehatan karena mereka/unit tersebut yang
terdampak langsung dengan pemberlakuan peraturan daerah dan selain itu
sehubungan pula dengan tidak tersedianya anggaran untuk kegiatan public
hearingnya.

5.1.3. Dari 4 (empat) bentuk keterlibatan masyarakat/partisipasi masyarakat pada
tahapan ante legislative, hanya pada bentuk diskusilah masyarakat
berpartisipasi, sedangkan dalam bentuk penelitian, usul inisiatif, dan
perancangan, masyarakat tidak berpartisipasi dalam pembentukan
peraturan daerah di Kabupaten Malaka, dalam hal ini Peraturan Daerah

Kabupaten Malaka Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

5.2. SARAN
Sekaitan dengan simpulan-simpulan di atas, maka penulis dapat
menyampaikan saran sebagai berikut :

5.2.1. Agar Tim Penyusun Produk Hukum Peraturan Daerah di Sekretariat Daerah
Kabupaten Malaka dan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) Kabupaten Malaka memberikan perhatian dengan melakukan
kontrol/ pengawasan terhadap Perangkat Daerah pemrakarsa pembentuk
peraturan daerah agar dalam proses pembentukannya dilakukan melalui
tahapan-tahapan pembentukan peraturan daerahnya termasuk meskipun
telah ada produk hukum Peraturan Bupati sekalipun, tetap dilakukan
melalui mekanisme atau tahapan konsultasi publik/diskusi publik dengan
metode public hearing.

5.2.2. Agar dalam proses pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Malaka

perlu melibatkan masyarakat sebagai wujud mengimplementasikan hak
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5.2.3.

konstitusional partisipasinya dalam penyelenggaraan pemerintahan,
melaksanakan prinsip kepemerintahan yang baik (Good Governance) dan
demokratis, yakni keterlibatan masyarakat, akuntabilitas, dan transparansi.
Untuk itu diperlukan suatu Peraturan Daerah yang mengatur tentang
partisipasi masyarakat, agar masyarakat mengetahui mekanisme
berpartisipasi dalam pembentukan peraturan daerah yang disertai dengan
kajian naskah akademiknya, yakni kajian mengenai aspek filosofis, yuridis
dan sosiologis, dan diatur pula sanksi bagi perangkat daerah pemrakarsa
yang tidak mentaati ketentuan mengenai perlunya konsultasi publik
dengan metode public hearing bagi penjaringan aspirasi terhadap
masyarakat terdampak untuk mendapatkan masukan bagi pemantapan
muatan materi rancangan peraturan daerahnya.

Agar dalam pembentukan suatu peraturan daerah perlu dilakukan
perencanaan terlebih dahulu 1 (satu) tahun sebelum program/kegiatan
tentang pembentukan peraturan daerah, sehingga disiapkan alokasi
anggarannya dengan memperhitungkan semua biaya kegiatan sesuai
dengan tahapan-tahapan/mekanisme pembentukannya termasuk tahapan
kegiatan konsultasi publik/diskusi publik pada tahapan ante legislative
untuk menjaring aspirasi/kebutuhan/ kepentingan masyarakat yang
terkena/terdampak pemberlakuan peraturan daerahnya nanti, dan bahkan
membumikan pula bentuk keterlibatan masyarakat pada tahapan ante

legislative lainnya yakni bentuk penelitian, usul inisiatif dan perancangan.
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